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" Puluhan Sekdes Datangi
- PendapaKabupaten =
W Tetap Kelola TanahBengkok ' "

DEMAK - Puluhan sekretaris desa (sekdes) dan
pamong desa yang térgabung dalam Paguyuban Pamong
Desa Sultani Fatah (P2DSF) mendatangi pendapa kabupa-

. ten, kemarin.-Mereka menanyakan hak pengelolaan tanah - *
bengkok yang selama ini menjadi jatah sekdes. Padahal 81
sekdes telah diangkat menjadi PNS. .

| Mereka ditemui Bupati Drs H Tafta Zani MM bersama

| Asisten] Drs H Muchtar Lutfhi MM dan sejumlah kabag di
RuangBinaPraja. ;

| Wakil Ketua P2DSF Misbachul Munir meminta para
sekdes yang telah menjadi PNS tetap memiliki hak pengelo-
laan tanah bengkok. Apalagi dalam aturan Mendagri dije-
laskan, pengelolaan tanah bengkok tidak berubah sampar .
ada aturan lebih lanjut. : . i

Menurut penuturannya, tidak semua sekdes tertarik |
diangkat menjadi PNS. Sebab, bagi beberapa sekdes, penda-
patan dengan sistem gaji adat lebih tinggi dibandingkan
dengan gaji PNS. Apalagi golongan PNS bagi sekdes hanya -
TA.

**Karena itu, bila tanah bengkok ditarik, berarti
kesejahteraan mereka menurun dratis. Padahal tujuan utama
pengangkatan sekdes sebagai PNS adalah agar kesejahter-
aannya terangkat,”’ katanya.

. ‘Munir yang juga Sekdes Kembangan, Kecamatan

/ Bonang itu menambahkan, sebagian besar sekdes di
Kabupaten Demak mendapat jatah bengkok yang cukup
luas, ""Karena itu, jika langsung di]gpgs\ akan w;asfrnjegleg |
atau timpang,”" ujarnya, - " & MR

‘ "Untukitu, pihaknya berharap para sekdes PNS tetap bisa

.+ mengelolatanah bengkok. Mendapat permintaan demikian,

‘ Bupati mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan
mengenai pelepasan tanah bengkok sekdes. Oleh karena itu,
mereka masih tetap berhak mendapatkan bengkok.

"Tadi, para sekdes tetap menggarap bengkok yang men-
jadi hak mereka, karena aturan pengelolaan ini masih
memakai aturan perundangan yang lama.” :

Sementara itu, Ketua P2DSF Didit Aryanto menje-
Jaskan, pada tahun ini telah dianggarkan pos untuk pening-
katan kesejahteraan pamongdesa.PzEdaposuudmlokasikan
qunjangan dan penambahan penghasilan. . A
" “Pos tambahan penghasilan itu besarannya beragam,

- disesuaikan dengan pendapatan tiap pamong di setiap desa.
Untuk mereka yang pendapatannya dari desa di bawah upah
minimum kabupaten (UMK), makamemperoleh tambahan

ghasilan hingga sama dengan UMK. =

|0 "Jadi stadamya UMK, Ini agar kesejahteraan mereka
" sebagai pamonf;adastandaﬂpinimmyasﬁmggnmenun- ,
| jang kinerja mercka sebagai aparat pemerintahan desa,”” .

_ ' Adapuntunjangan kades dan pamong, b?samnnynmmn i

. | disesuaikan dengan jabatan masing-Masing: (H1-71)
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Bengkok Dikelola Desa

TEMANGGUNG- Tanah bengkok sekre-
tanis desa (Sekdes) yang beberapa waktu lalu
telah diangkat menjadi PNS, pengelolaan
selanjutnya diserahkan kepada pemerintah
desa. Sedangkan hasil daripengelolaan aset
desa tersebut, kemudian masuk sebagai
pendapatan desa dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Itu merupakan hasil konsultasi Bagian
Pemerintah Desa Setda Pemkab dan Komisi
A DPRD Temanggung dengan Direktorat
Jendral (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
baru-baru ini.

Sebelumnya, Sekdes PNS di Kabupaten
Temanggung masih diperbolehkan oleh
Pemkab mengelola tanah bengkoknya, kare-
na belum ada ketentuan yang mengatur hal

itu (SM, 13/2).

“Setelah konsultasi ke Depdagri, hasil-
nya, Sekdes yang menjadi PNS tidak bisa
- lagi menggarap bengkoknya,”kata Wakil

-Bupati (Wabup) Budiarto, ketika mem-
'berikan pidato penekanan sekaligus menut-
' up rapat koordinasi antara Bupati beserta
jajaran Muspida dengan para Kepala
~ Desa/Kelurahan se-Kabupaten Temang-
gung, di Graha Bumi Phala, Kantor Setda,
‘Sabtu (14/2). (H24-39) .
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DEMAK Bupatl melalm Sekda

Kabupaten Demak melayangkan surat

edaran (SE) kepada para camat, agar

menyelesaikan polemik tanah bengkok
~ kades sesuai peraturan daerah (perda)
. yang berlaku. Jika tidak, segala risiko

- yang ditimbulkan merupakan tanggung
jawab puhak K yang bersengketa

; Taufiq Rifai -

Kabag Pemerintahan Setda
Demak Drs H- Taufiq Rifai
MSi menjelaskan, tanah beng-
kok sebagai gaji kades serta
perangkat desa tolok ukurnya
adalah panen. Maka itu waktu
atau jadwal penghasilan terse-
but diterima sifatnya fleksibel,
karena masuknya masa tanam
yang tak seragam.

Mengenai  kasus mantan
kades yang masih saja meng-
garap lahan bengkoknya se-
hingga mengurangi hak kades
baru, menurut Taufiq, saat ini
memang tengah terjadi di se-

jumlah desa. Beberapa tersele- -

saikan secara kekeluargaan, na-
_mun ada pula yang tetap menja-

. Soal tanah bengkok

_;0 Tolok ukumya panen

0 Dllarang sewakah bengkok

di po]emlk, bahkan kemudlan ‘
menempuh jalur hukum. . S
Sehingga terbitlan SE bu-_ !

pati untuk para camat  3gac

menyelesaikannya secara '

.' tegas, dengan patuh pada per-. -
iangx.ra.n hukum! yang. berlaku.

Sebab sebagaimana tertulis
pada pasal 6 (1) Perda Ka-
bupaten Demak Nomor 8/- "
2007 tentang kedudukan: ke- A
uangan kades dan perangkat

; desa, kades atau perangkat

desa dilarang menjual/menye-
wakan tanah bengkok melebi-

i. hi masa tanam berjalan atau

masa jabatan, -~ w50
“Bila peraturan tersebut -~ |
dilanggar, maka segala sesu-
atunya ditanggung yang ber- =
sangkutan. Sebagaimana ‘ter-
muat dalam perda yang sama
pasal 6 ayat 2-nya,” tambah
Taufiq, Selasa (24/2). . .
Namun pihak yang bersen-
gketa selalu disarankan untuk
menyelesaikan persoalan ta-nah
bengkok ‘kades ‘secara muy-
syawa.rah dan kekeluargaan,
Alasannya, masa’ panen belum
tentu bisa terjadi. bertepatan
dengan waktu . serah-terima
jabatan kades. Sehingga diby-

‘tuhkan toleransi waktu agar

masa tanam yang berjalan bisa |
selesai dipanen. & ‘7' oy -
; rs‘.s‘!/Jon :
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Puluhan
Sekdes
Terancam

Pecat

Tolak SK PNS

KENDAL—Jutaan warga
berebut kursi pegawai negeri

sipil (PNS) tiap tahun. Tapi di | & & : 2
_ Kabupaten Kendal, puluhan | Wit kita bisa
i Sekretaris Desa (Sekdes) justru’ . _perlkan sanksi' admi-
menolak ketika mendapatkan ‘nistratif yaitu diberhen-
surat keputusan (SK) PNS tanpa | {jkan sebagai Sekdes”
harus melalui proses seleksi.. : ;
Penyebab enggannya para
Sekdes di Kab. Kendal meno- MULYADI

lak SK PNS ini karena mereka
* diharuskan melepas jatah tanah
| bengkoknya sebagai konsekuen-
| si menerima SK PNS. Sekretaris
Daerah (Sekda) Kendal Mulyadi
kemarin menegaskan, aturan
tersebut jelas tercantum dalam
.Peraturan Pemerintah (PP) No.
72 Tahun 2006 Tentang Desa,
Pasal 27 (1). Di mana disebutkan
bahwa Sekdes yang menjadi
PNS tidak berhak mendapatkan
tanah bengkok. Padahal, jatah
. bengkok untuk sekdes di Kabu-
 paten Kendal cukup lumayan ya-
kni mencapai 3 sampai 4 hektar.
Dengan disewakan, para Sekdes
tersebut mendapat penghasilan
yang lumayan dibanding, gaji
bulanan sebagai PNS.
Penolakan sebanyak 45 Sekdes
di Kendal ini membuat pemerin-
tah kabupaten Kendal terpaksa
~ berancang-ancang mengambil
tindakan. Sckda mengancam
" akan memberhentikan para Sek-
des yang mbalelo tersebut.
“Jika tetap menolak maka te-
" lah terjadi pelanggaran aturan,
Kita beri batas waktu sampai
Mei 2009, kalau masih belum
mau mengambil SK-nya, maka
killél akan panggil mereka untuk

POl Rl i S
. Kalau ma-
& sih bandel
7 juga maka

L S_ekda Kabupaten KendaL‘

diberikan pembinaan. Tapi kalau
masih bandel juga maka Kita
bisa berikan sanksi administra-
tif yaitu diberhentikan sebagai
Sekdes,” tandas Mulyadi.
Diterangkan Mulyadi, sejumlah
‘Sekdes di Kendal yang memenu-
hi persyaaratan umur (maksimal
51 tahun) diangkat menjadi
PNS. Penghargaan ini mengacu
pada PP No. 45/2007 tentang

* pengangkatan Sekdes menjadi
_ CPNS. Untuk golongan, tergan-

. tung pdda tingkat pendidikan
masing-masing Sekdes.

~ Namun pada acara penyerahan
SK PNS tahap I Kamis (19/2) di

" Pendopo Pemkab Kendal oleh .
Wabup Kendal Siti Nurmarkesi,
dari 93 Sekdes hanya 48 yang |
mengambil SK PNS (ersebut,
Sisanya saat itu tidak hadir. -

“Kita memberi kelonggaran,

pada para Sekdes ydng telah
terlanjur menyewakan sawahnya
hingga musim panen liba sekitar
Mei nanti. Kalau masih belum:
mau. mengambil SK PNS juga,
terpaksa kita ambil tindakan.”

tegas Mulyadi. (smu/ton) *
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